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Abstrak : Mekanisme pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 
pada Perseroan Terbatas (PT) melalui media telekonfrensi dalam UUPT No 40 
Tahun 2007 Pasal 77 ayat (1), serta mengkaji tentang keabsahan akta Risalah 
RUPS yang dibuat oleh Notaris melalui media telekonfrensi berdasarkan Pasal 
77 ayat (1) UUPT junto UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dalam kaitannya dengan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris dan Bagaimana kekuatan pembuktian dari risalah RUPS PT yang 
dilakukan dengan media telekonfrensi Pasal 77 ayat (1) UUPT. Hasil Penelitian 
ini menunjukkan bahwa:mekanisme pembuatan akta dari hasil RUPS yang 
dilakukan secara telekonfrensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian 
dibacakan secara telekonfrensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat 
mengetahui isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara 
elektronik menggunakan digital signature. Semua dilakukan secara digital. Akta 
Risalah RUPS melalui telekonfrensi berdasarkan UUITE diakui keabsahannya. 
Kekuatan pembuktian digital dari RUPS yang dilakukan secara telekonfrensi 
adalah sama dengan akta RUPS yang dilakukan secara konvensional. Hal ini 
dikarenakan hasil RUPS yang dilakukan secara telekonfrensi sudah mendapat 
payung hukum dari: a).UU No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. b) 
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik. 
 




Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya membawa 
manfaat yang luar biasa bagi perkembangan komunikasi. Komunikasi antar 
individu satu dengan individu lain yang biasanya dilakukan dengan cara 
bertemu langsung, kini bisa dilakukan jarak jauh dan tanpa bertatapan muka 
dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. 
Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “komunikasi jarak jauh”. 
Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin communis yang berarti sama. 
Jadi jika kita berkomunikasi itu berarti kita mengadakan kesamaan, dalam hal 
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ini kesamaan pengertian atau makna. Seorang sarjana Amerika Carl I Hovland, 
mengemukakan bahwa komunikasi adalah: “the process by which an 
induviduals (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to 
modify the behavior of other individuals (communicatees)” .2 
Proses dalam melakukan penyampaian maksud dan tujuan untuk 
menyamakan kehendak itu dapat dilakukan secara langsung atau 
menggunakan sarana. Alat bantu dalam hal ini teknologi dimanfaatkan sebagai 
sarana untuk komunikasi jarak jauh sarana itu dimulai dengan cara sederhana 
atau sistem elektronik lainnya.3 Telekomunikasi memberikan akses mengenai 
pengiriman, pemancaran dan atau penerimaan tanda-tanda, signal, radio, optik, 
dan sistem elektromagnetik lainnya. Jaringan internet menjadi semacam 
jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan 
kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara.4 
Adanya perkembangan informasi teknologi telah memberikan dampak 
kepada perkembangan hukum di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dibukanya peluang untuk 
melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi 
(RUPS Telekonferensi) sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 ayat (1) 
UUPT tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi selain penyelenggarakan 
RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 UUPT, RUPS dapat juga 
dilakukan melalui media telekonferensi, video konfrensi atau sarana media 
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat 
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat5. 
Berdasarkan Pasal 77 UUPT adanya pilihan untuk memanfaatkan media 
 
2   Carl I Hovland. “Source of Communication”. (London: Yale 
University Publicity 1998). hlm 24 
3 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas. 2004, 
Bandung: alumni. hlm  156 
4  Rachmadi Usman, ibid. hlm 48. 
5  Anonim, 2007, Undang-Undang Perseroan terbatas 2007 dan 
penjelasannya, Gardien        Mediatama, Yogyakarta. hlm 51 
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seperti telekonferensi dan sarana media elektronik lainnya harus memenuhi 
minimal 3 syarat yang bersifat kumulatif, yaitu: a) Peserta harus saling melihat 
secara langsung, b) Peserta harus saling mendengar secara langsung, c) 
Peserta berpartisipasi dalam rapat. Hal ini berarti apabila salah satu syarat 
tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk 
dijadikan media dalam pelaksanaannya.6 
Data elektronis diterima sebagai alat bukti dan dalam Undang Undang 
Dokumen Perusahaan yaitu UU Nomor 8 tahun 1997, yang dimaksud dengan 
dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat 
dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatnnya, baik 
tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak 
apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen lainnya ini adalah 
hal-hal lain yang tidak terlait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri 
dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna 
bagi perusahaan, dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah 
RUPS, akta pendirian, dan akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan 
hukum tertentu dan NPWP.7 RUPS merupakan sebuah dokumen perusahaan 
dan dengan ketentuan UUPT yang terbaru dalam penyelenggaran RUPS dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 
Ada pandangan yang berbeda dalam menganalisa sebuah dokumen 
elektronik jika hal itu dikaitkan dengan suatu akta otentik. Pengertian akta 
notaris adalah otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk 
dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sedangkan pengertian 
akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang di 
dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di 
 
6 Ahmad Miru, Makalah: “Cyber Notary dari Sudut Pandang Sistem 
Hukum Indonesia dan Perkembangan Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari 
Undang-Undang Jabatan Notaris, dimuat dalam google, 22 Okteber 2013 Pukul 
15.15 WIB. 
 
7 Nindyo Pramono. “Bunga Rampai Hukum Bisnis”.2006, Citra 
Aditya Bakti, Bandung. hlm. 29.  
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hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta 
dibuatnya. Akta otentik sebagai alat bukti formal memiliki kekuatan pembuktian 
yang sempurna. Sempurna disini berarti hakim menganggap semua yang 
tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat 
membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan 
sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Kekuatan pembuktian akta 
otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan 
perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat 
pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada 
pejabat tertentu. Dengan kekuatan pembuktian formal, maka pejabat yang 
bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang 
tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan 
oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukannya dan disaksikannya di 
dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, maka terjamin 
kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang 
terdapat dalam akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, 
identitas yang hadir, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat. 
Di dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT secara jelas disebutkan bahwa setiap 
RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konfrensi, atau 
sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui 
dan ditandatangani oleh semua peserta rapat RUPS. Berbeda dengan akta 
yang dibuat oleh notaris pada umumnya, risalah RUPS yang dilakukan dengan 
media telekonferensi mempunyai mekanisme yang berbeda sebagaimana yang 
telah diatur dalam UUPT. 
Dengan perkembangan teknologi informasi ini dan diakomodir oleh 
ketentuan UUPT yang terbaru ini maka ada wacana dan pemikiran untuk 
menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dengan proses 
pembuatan akta otentik.8 
Berbeda dengan pembuatan akta otentik dimana para pihak menghadap 
 
8  Man Sastrawijaya D. Mantili. “Perseroan Terbatas Menurut Tiga 
Undang- Undang”, 2008,  Alumni. Bandung. hlm 4.  
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langsung dengan notaris, pada Pasal 90 UUPT, risalah RUPS dapat dilakukan 
dengan 2 cara, yaitu: 
a. Secara dibawah tangan yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi 
perseroan; 
b. Secara akta notaris (otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris. 
Adapun bunyi Pasal 90 UUPT tersebut adalah: 
1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan 
ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang 
saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 
2. Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak diisyaratkan apabila risalah 
RUPS dibuat dengan akta notaris. 
Proses pembuatan Risalah RUPS menjadi berita acara notaris yang 
dijelaskan diatas tidak memiliki hambatan jika RUPS dilakukan secara 
konvensional. Permasalahan akan muncul ketika RUPS dilakukan melalui 
media telekonferensi dimana Risalah RUPS nya dibuat secara dibawah tangan, 
selain itu bagaimana kekuatan hukum tandatangan yang dilakukan secara 
digital signature. Apakah di kemudian hari dapat memberi kepastian bagi para 
pihak jika terjadi sengketa didalamnya. Sehingga perlu ada penulisan dengan 
kajian atas mekanisme pembuatan Risalah RUPS PT melalui media 
telekonfrensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT. Serta 
keabsahan Risalah RUPS PT melalui media Telekonfrensi berdasarkan UU ITE. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA  
Mekanisme Pembuatan Risalah RUPS PT Yang Dilakukan Dengan  
Telekonferensi 
 
Telekonferensi (teleconference) merupakan percakapan langsung jarak 
jauh dengan menggunakan media seperti televisi atau telepon.9 Produk yang 
mendukung telekonferensi pertama melalui internet adalah NetMeeting yang 
dikeluarkan oleh Microsoft. Suatu pertemuan melalui telekonferensi adalah juga 
 
9 Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Edisi Keempat PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 326. 
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suatu tindakan hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat 
(pertemuan) diantara pemegang saham (Pasal 76 ayat (4)). Tujuan 
diadakannya RUPS biasanya untuk memutuskan suatu keputusan persetujuan 
untuk suatu tindakan hukum atas nama PT, dimana terhadap persetujuan ini 
boleh ditanda-tangani secara fisik atau elektronik. 
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 
dengan tujuan untuk :10 
a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 
informasi dunia; 
b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
c) Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan public; 
d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang utnuk 
memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan 
pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin bertanggung jawab; 
e) Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan 
penyelenggara teknologi dan informasi. 
 Ciri spesifik telekonferensi yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan 
dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalnya pertemuan 
tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau 
telekonferensi yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan. 
 RUPS adalah organ PT yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak 
diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk 
dan luasnya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. 
Dari ketentuan Pasal 76 UUPT bahwa RUPS tidak wajib dilakukan 
dilokasi dimana PT berada, hal ini mengacu pada Pasal 77 UUPT yang 
menentukan bahwa :11 
 
10 Barkatullah, Abdul halim dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-
Comerce: studi Keamanan dan Hukum Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
hlm 12 
11 Lihat Pasal 77  Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang 
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1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 
RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konfrensi, 
atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta 
RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi 
dalam rapat 
2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau 
sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini dan/atau sebagaimana 
diatur dalam Anggaran Dasar perseroan 
3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 
keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) 
4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh 
semua peserta RUPS. 
 
Syarat Kuorum 
Jika berpedoman kepada ketentuan UUPT 2007, telah diklasifikasikan 
syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap 
agenda atau RUPS sebagai berikut : 
1) Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai 
mata acara biasa diatur dalam Pasal 86 : “kuorum kehadirannya 1/2 (satu 
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau 
diwakili”; 
2) Syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis mata acara 
atau agenda “perubahan” AD, diatur pada Pasal 88, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir, atau diwakili, dan; 
b. Keputusan sah, jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari 
 
Perseroan Terbatas 
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jumlah suara yang dikeluarkan. 
3) Syarat kuorum dan kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS 
mengenai acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau 
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan,
 merujuk pada Pasal 89 dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari 
jumlah seluruh saham, dengan hak suara, hadir atau diwakili; 
b. Keputusan sah, apabila disetujui paling sedikit (tiga perempat) bagian 
dari jumlah suara yang dikeluarkan. 
 
Dalam penyelenggaraan RUPS telekonferensi membutuhkan peralatan 
pendukung yang dapat memungkinkan para peserta rapat melihat dan 
mendengar satu sama lain. Secara teknologi hal ini dapat dimungkinkan 
dengan ditemukannya teknologi 3G. 
 
Tahapan Pelaksanaan RUPS 
Pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi/video 
konferensi berdasarkan ketentuan Pasal 77 jo Pasal 79 Ayat (1), (5), (6), (7) jo 
Pasal 81 jo Pasal 82 jo Pasal 83 jo Pasal 86 UUPT jo Pasal 1 angka 12 jo 
Pasal 11 UUITE, adalah sebagai berikut : 
a) Menyusun Bahan 
Menyusun bahan (materi) yang akan dibicarakan dalam RUPS    Direksi 
sebagai pimpinan PT harus mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan 
yang akan dibicarakan dalam RUPS melalui video konferensi dan 
menyediakan dikantor Perseroan tersebut sejak tanggal dilakukan 
pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham sampai dengan tanggal 
RUPS diadakan. Direksi wajib memberikan salinan bahan-bahan yang akan 
dibicarakan dalam RUPS kepada para pemegang saham secara cuma-
cuma jika diminta sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) UUPT 
dan apabila perlu dengan mengirimkannya kepada para pemegang saham 
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melalui sarana pos kilat atau ekspres, surat elektronik (electronic mail), 
yang biasa disebut e-mail, atau melalui fax (faximile) agar lebih cepat 
diterima oleh pemegang saham sehingga pemegang saham mempunyai 
cukup waktu untuk mempelajari terlebih dahulu bahan-bahan RUPS. 
b) Melakukan Pemanggilan Kepada Para Pemegang Saham 
Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham Perseroan 
harus sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) 
UUPT  pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang 
saham Perseroan paling lambat 14 (empat belas) atau 15 (lima belas) hari 
sebelum pelaksanaan RUPS melalui video konferensi diselenggarakan, hal 
ini apabila RUPS diadakan atas permintaan seperti yang dimaksud pada 
Pasal 79 ayat (2) UUPT. Pemanggilan ini dapat dilakukan dengan surat 
tercatat dan/atau dengan memuat iklan dalam surat kabar. hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Pemanggilan 
RUPS melalui video konferensi menurut ketentuan Pasal 82 ayat (3) 
disyaratkan bahwa : “Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, 
tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang 
akan dibicarakan dalam RUPS telah tersedia di kantor Perseroan sejak 
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS dampai dengan tanggal diadakannya 
RUPS”. 
Persyaratan pencantuman ”tempat” dalam panggilan RUPS melalui 
video konferensi tidak mungkin dilakukan karena tempat berlangsungnya 
RUPS melalui video konferensi tersebut sesungguhnya berlangsung 
dibanyak tempat sesuai keberadaan masing-masing para pemegang 
saham pada saat menjadi peserta dan secara langsung turut berpartisipasi 
dalam RUPS melalui video konferensi. Pemanggilan RUPS yang diadakan 
melalui video konferensi tidak perlu dicantumkan ”tempat” di mana RUPS 
tersebut diadakan, akan tetapi harus dicantumkan dan dijelaskan bahwa 
RUPS akan dilaksanakan melalui video konferensi. Mengenai penjelasan 
tentang video konferensi pada pemanggilan RUPS harus dijelaskan pula 
perangkat yang harus disediakan atau dipersiapkan yakni hardware dan 
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software komputer serta peralatan pendukung lainnya dan bisa juga 
menetapkan websites tertentu. hal ini sangat penting agar pada saat RUPS 
berlangsung peserta RUPS dapat mengikuti pelaksanaan RUPS yang 
sedang berlangsung dengan lancar. 
Pasal 77 ayat (1) UUPT mengharuskan penggunaan sarana video 
konferensi yang digunakan tersebut memungkinkan semua peserta RUPS 
saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 
rapat. Kata memungkinkan tersebut bersifat imperatif, oleh karena itu, tidak 
dapat dikesampingkan atau dilanggar, sehingga melalui sarana media 
elektronik yang dipergunakan adalah sarana media elektronik yang dapat 
menampilan gambar (video) dan suara (audio) secara sekaligus, maka jenis 
media elektronik yang dapat dipilih berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 
(1) UUPT adalah video konferensi, tetapi dapat juga dipergunakan sarana 
media elektronik lainnya yang dapat menampilkan gambar dan suara 
secara sekaligus. 
Menurut Pasal 76 jo Pasal 77 UUPT, RUPS diadakan di tempat 
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan 
usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam AD Namun dalam 
ayat (2) ditentukan bahwa RUPS PT dapat diadakan di tempat kedudukan 
bursa di mana saham Perseroan dicatatkan dalam ayat (3) dinyatakan 
bahwa tempat pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. 
Dalam ketentuan Pasal 76 ayat (4) 77 UUPT menyatakan bahwa 
RUPS dapat diadakan di manapun dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). hal ini menunjukkan bahwa RUPS tidak wajib 
dilakukan di lokasi dimana PT berada. 
Setiap peserta RUPS melalui video konfrensi dapat tetap berada 
pada tempat keberadaannya masing-masing (tidak bertemu dan berkumpul 
di satu tempat) pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam surat 
panggilan kepada pemegang saham. Para pemegang saham harus siap 
berada dihadapan seperangkat media elektronik komputer yang minimal 
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telah dilengkapi dengan alat cetak (printer), pemindai (scanner), pengirim-
penerima surat atau dokumen tercetak diatas kertas (faksimile) atau 
program fasilitas pengirim-penerima surat atau dokumen elektronik (e-mail), 
kamera (web camera), mikropon (micropon), speaker (headset) serta 
pesawat telepon yang dilengkapi fasilitas koneksi internet cepat yang 
tersambung pada perangkat komputer.12 
Perbedaanya hanya pada teknik penandatanganan Notulen/Risalah 
RUPS. Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUPT. Risalah RUPS melalui 
video konfrensi dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sedangkan 
pada pelaksanaan RUPS secara Konvensional Notulen/Risalah RUPS 
sekurang-kurangnya ditandatangani oleh ketua rapat dan salah satu 
pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS dalam Rapat dalam hal 
RUPS dengan menggunakan media elektronik sangat erat kaitannya 
dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik maupun hasil 
cetaknya. 
c) Penandatanganan Notulen Rapat 
Tandatangan secara elektronik menurut penjelasan Pasal 10 ayat (6) 
UUPT  adalah : “tandatangan secara elektronik adalah tandatangan yang 
dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang 
berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar 
elektronik dari tandatangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat 
melalui media komputer”. 
Menurut Pasal 1 angka 12 UUITE, yang dimaksud dengan 
tandatangan elektronik adalah “tandatangan yang terdiri atas informasi 
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi 
elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. 
Pada dasarnya tandatangan elektronik merupakan identitas 
elektronik yang bertujuan untuk menunjukan identitas dan status subjek 
hukum sebagai bentuk persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang 
 
12 Kusti Henawan, 2009, Video Conference, Departemen Pendidikan 
Nasional. Jakarta, hlm 2 
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melekat pada sebuah surat elektronik. 
Jadi setiap Risalah Rapat yang dibuat dalam RUPS dengan 
menggunakan media elektronik (telekonferensi lalu penandatanganan 
secara elektronik) berlaku pula UUITE ini, karena perbuatan hukum yang 
dilakukan berhubungan dengan suatu PT yang berkedudukan di wilayah 
Indonesia dan dari perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum di 
wilayah Indonesia13. 
RUPS dengan menggunakan media elektronik sangat erat kaitannya 
dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik maupun hasil 
cetaknya dapat dilihat bagaimana UUITE mengatur mengenai dokumen 
elektronik dan penandatanganan secara elektronik yang dianggap sah 
sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. 
Informasi dalam sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya 
tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya 
beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang 
asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya, oleh karena itu perlu 
cara/sistem yang dapat memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah 
benar/valid, diberikan oleh pihak yang berhak/berwenang dan dapat 
dipertanggung jawabkan, apabila semua informasi dan dokumen elektronik 
yang dihasilkan dalam RUPS dengan media elektronik tersebut telah 
memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UUITE, 
maka semua informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat digunakan 
sebagai alat bukti yang sah menurut hukum Negara. 
Proses pelaksanaan RUPS secara telekonferensi menurut Notaris 
Agung Wiratmaja, SH., prosesnya tidak jauh berbeda dengan RUPS PT jika 
dilakukan secara konvensional, hanya proses penandatangannya sajalah 
yang berbeda, karena dalam RUPS telekonferensi dilakukan secara 
elektornik, namun menurutnya keabsahan terhadap Risalah RUPS 
telekonferensi yang dibuat sangat tergantung dari tahapan pelaksanaan 
 
13 Nindyo Pramono. “Bunga Rampai Hukum Bisnis”. Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2006. hlm 107-108 
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RUPS tersebut.14 
 
Proses Pembuatan Risalah RUPS PT Melalui Telekonferensi 
Dalam UUPT Notaris memegang peranan yang sangat penting, karena 
untuk mendirikan PT dan mengadakan perubahan Anggaran Dasar harus 
dibuat dengan akta Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, 
dinyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan 
akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dalam ketentuan tersebut di atas, 
terlihat jelas bahwa akta Notaris merupakan syarat mutlak untuk berdirinya 
suatu Perseroan, oleh karena itu peranan Notaris ini mutlak diperlukan. Dalam 
ketentuan tersebut di atas, dikatakan bahwa Akta Notaris yang dikehendaki 
oleh UUPT tidak lain adalah akta otentik. 
UUPT mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui 
media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elekronik lainnya 
yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta 
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 
Dalam ketentuan UUPT, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan secara 
telekonferensi. Pemanfaatan kecanggihan ini memungkinkan para pemegang 
saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung tetapi dapat 
bertatap muka melalui media elektronik yang saling dapat  berhubungan 
seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai 
dalam suatu rapat tentunya akan membahas suatu hal yang berkaitan dengan 
kepentingan atau masalah dalam PT itu sendiri. Kemajuan teknologi 
informasi ini sangat mempermudah selain lebih efisen juga lebih efektif, hal ini 
menimbulkan dampak dalam UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan AD 
PT harus dibuatkan Notulen/Risalah Rapat yang harus dituangkan dalam akta 
otentik. 
Dalam pembuatan Risalah RUPS, dapat dilakukan dengan 2 cara, hal ini 
 
14 Wawancara dengan Agung Wiratmaja, SH., Notaris dan PPAT di 
Jakarta, ( via email pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 20.30 WIB) 
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sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 90 UUPT, yaitu : 
1) Secara dibawah tangan yang dibuat dan disusun sendiri oleh Direksi PT; 
2) Secara akta notaris (otentik) yang dibuat dan disusun oleh Notaris.        
 
Mekanisme Pembuatan Akta Risalah RUPS 
Akta Risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan ini disebut 
dengan Notulen Rapat atau Risalah Rapat. Cara ini digunakan oleh direksi 
sebagai penerima kuasa dan/atau pemegang saham perseroan, apabila di 
dalam agenda RUPS, hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang terjadi 
di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS itu 
tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga 
menurut pertimbangan dari direksi dan/atau  pemegang saham perseroan 
terhadap notulen atau Risalah Rapat umum pemegang saham tersebut, 
tidak harus berbentuk akta otentik. Jadi, keputusan rapat yang  diputuskan 
dalam RUPS yang diselenggarakaan tanpa kehadiran Notaris, dengan 
demkian, disebut dengan Risalah Rapat yang dibuat di bawah tangan, karena 
pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik. 
Akta Risalah Rapat merupakan partij akta, dan pada akta yang demikian 
itu kebenaran atas keterangan-keterangan dari para pihak tersebut yang hanya 
pastinya di antara pihak-pihak itu sendiri, sedangkan dalam hal terjadi 
sengketa, maka kebenaran tersebut terhadap pihak ketiga, memerlukan 
pembuktian materiil yang diserahkan kepada pertimbangan dan keputusan 
hakim. Isi Notulen atau Risalah RUPS tersebut selain memuat tentang hal yang 
disepakati dalam RUPS melalui media elektronik, dan juga memberikan kuasa 
kepada Dewan Direksi atau Direktur Utama, selaku pimpinan rapat, yang untuk 
selanjutnya mengaktekan Notulen atau Risalah Rapat tersebut, jika dianggap 
perlu. 
Apabila tidak diperlukan untuk membuat akta berdasarkan Notulen atau 
Risalah Rapat, maka Notulen atau Risalah RUPS itu tetap merupakan arsip 
atau dokumen perusahaan yang dapat dianggap sebagai alat bukti tentang 
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pelaksanaan rapat dalam perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan itu diatur 
dalam Pasal 77 UUPT, yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada UU 
No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. 
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang 
Dokumen Perusahaan, dikatakan bahwa : 
Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat 
dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, 
baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun rekaman dalam bentuk 
corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. 
 Dokumen Perusahaan itu terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen 
lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terkait langsung 
dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi 
keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di dalam 
penjelasan dari ketentuan tersebut adalah RUPS, Akta Pendirian, dan Akta 
Otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu.15  
 Proses dan prosedur pembuatan akta Risalah RUPS PT yang 
dilaksanakan secara telekonferensi diawali dengan meminta notulen hasil rapat 
RUPS adapun notulen yang diminta oleh Notaris yakni berupa satu eksemplar 
ditandatangani secara fisik oleh sebagian peserta rapat, sedangkan yang lain 
ditandatangani secara elektronik oleh sebagian peserta rapat yang lain. 
 
 Hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) memerintahkan agar setiap 
penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik: 
1. Harus dibuat Risalah Rapat; 
2. Risalah Rapat tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh semua 
peserta rapat RUPS. 
Berdasarkan ketentuan ini, terdapat perbedaan pembuatan dan 
penandatanganan risalah RUPS melalui media elektronik dengan RUPS 
 
15 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2006, hlm. 107-108.  
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konvensional secara fisik. Penandatangan risalah RUPS konvensional menurut 
Pasal 90 ayat (1) hanya wajib ditandatangani oleh: 
1. Ketua Rapat; 
2. Paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh  
peserta RUPS oleh semua peserta RUPS. 
Jadi salah RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional tidak 
ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sebaliknya Risalah RUPS melalui 
media elektronik harus ditandatangani semua pemegang saham, dengan 
demikian selain isinya disetujui oleh semua peserta RUPS, harus juga 
ditandatangani oleh semua peserta RUPS selanjutnya, yang dimaksud dengan 
“disetujui dan ditandatangani” menurut penjelasan Pasal 77 ayat (4) adalah 
disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik, dengan kata 
lain, boleh disetujui dan ditandatangani secara fisik atau dapat juga secara 
elektronik oleh semua peserta rapat. 
Terkait dengan tandatangan secara elektronik, Pasal 10 ayat (6) UUPT  
menyebutkan tandatangan secara elektronik adalah tandatangan yang 
dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang 
yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari 
tandatangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media 
komputer16. 
Dengan berlakunya UUITE diatur mengenai keabsahan suatu 
tandatangan elektronik, maka kaitannya dengan RUPS PT haruslah memenuhi 
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUITE agar suatu tandatangan 
dalam RUPS PT menjadi suatu alat bukti yang sah (menurut hukum acara  
Perdata Indonesia). 
Pada prakteknya dikehidupan sehari hari, untuk mendapatkan keabsahan 
sebuah akta, secara prosedur harus diresmikan. Akta yang telah dibuat oleh 
notaris mempunyai daya berlaku dan keotentikannya setelah diresmikan oleh 
 
16 Penjelasan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas 
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Notaris yang bersangkutan. Adapun aturan mengenai dengan peresmian, diatur 
dalam Pasal 28 UUJN, yang menyatakan: “Notaris harus membacakan akta 
kepada para penghadap dan para saksi. Apabila seseorang atau lebih para 
penghadap tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, maka oleh 
notaris harus diterjemahkannya, maka terjemahannya itu dilakukan oleh 
penerjemah” 
Setelah akta tersebut dibacakan oleh Notaris maka aktanya 
ditandatangani oleh masing-masing penghadap, kecuali mereka menerangkan 
tidak dapat menulis tandatangannya atau berhalangan untuk menandatangani, 
dalam hal-hal mana tentang keterangan itu sebabnya disebutkan dengan tegas 
dalam akta. 
Ketentuan Pasal 28 UUJN merupakan prosedur standar dalam hal 
peresmian akta yang tidak boleh diabaikan oleh seorang notaris. Dalam Pasal 
28 ayat (1), (2), dan (3) mengatur ketentuan bahwa sebelum akta 
ditandatangani oleh para penghadap maka akta tersebut harus dibacakan 
secara keseluruhan terlebih dahulu oleh notaris kepada para penghadap dan 
para saksi. 
Penghadap dalam akta notaris adalah mereka yang datang menghadap 
kepada notaris untuk pembuatan akta, bukan mereka yang diwakili untuk suatu 
jabatan atau kedudukan. Seorang suami yang turut hadir dalam pembuatan 
akta untuk membantu istrinya adalah penghadap dalam arti kata undang-
undang.17 
Saksi adalah seseorang yang memberi kesaksian, baik secara lisan 
maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang disaksikan sendiri, baik 
merupakan perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan 
ataupun suatu kejadian. Saksi yang dimaksud dalam penandatangan akta 
adalah saksi menurut Pasal 22 PJN, yaitu saksi instrumenter yang hadir dalam 
pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta. 
 
 
17  GHS Lumban Tobing, Op. Cit., hlm. 177 
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Keabsahan Pembuatan Risalah Media Telekonferensi Berdasarkan UUITE 
Dengan berlakunya UUITE diatur mengenai keabsahan suatu 
tandatangan elektronik, maka dalam kaitannya dengan RUPS PT haruslah 
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUITE agar suatu 
tandatangan elektronik dalam keputusan RUPS menjadi suatu alat bukti yang 
sah (menurut hukum acara perdata Indonesia).18 
Dalam wawancara terhadap beberapa Notaris di Yogyakarta, antara lain 
Nurhadi, SH., menjelaskan pada dasarnya secara eksplisit tandatangan digital 
diakui oleh Kementrian Hukum dan HAM seiringan dengan perkembangan 
teknologi, sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Banyak juga dokumen PT 
yang saat ini tidak mencantumkan tandatangan, melainkan dengan sistem 
barkot.19 
Pembuat undang-undang secara eksplisit dalam penjelasan umum UUITE 
juncto Pasal 6 UUITE berikut penjelasannya telah menyatakan bahwa dokumen 
elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas 
kertas. Pasal 6 UUITE :”Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur 
dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus 
berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, 
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga 
menerangkan suatu keadaan.” Penjelasan Pasal 6 UUITE :”Selama ini bentuk 
tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas 
semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat 
dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup 
Sistem Elektronik, Informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi 
untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan 
 
18 Hardijan Rusli. “Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya”. 
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008 . hlm 33 
19 Wawancara dengan Nurhadi, SH., Notaris dan PPAT Notaris dan 
PPAT, dan Dosen Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta III, pada tanggal 15 Juli 
2014 Pukul 14.38 WIB 
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cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat 
dibedakan lagi dari salinannya. Syarat ini perlu dikemukakan dengan beberapa 
alasan yaitu:20 
1. UUITE mengizinkan penerapan yurisdiksi “meluas” hingga keluar wilayah 
Indonesia (Pasal 2 UUITE), jadi jika dibuktikan berdasarkan UUITE maka 
RUPS via telekonferensi yang dilakukan oleh pemegang saham yang 
berada diluar wilayah R.I. disertai tanda-tangan elektronik adalah sah; 
2. UUPT membatasi penyelenggaraan RUPS yang mengharuskan 
dilaksanakan di Indonesia, sehingga apabila tercipta suatu kondisi, pada 
saat RUPS dilaksanakan via telekonferensi, salah satu atau beberapa 
pemegang saham ternyata berada di luar wilayah Indonesia, maka apabila 
berdasarkan hukum acara perdata berhasil dibuktikan (tentunya harus 
didukung oleh keterangan saksi ahli dari para I.T. Yang membuktikan 
bahwa salah satu pemegang saham memberikan tanda-tangan elektronik di 
luar wilayah Republik Indonesia) maka RUPS dimaksud akan berakibat 
batal demi hukum. 
 Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP Nomor 82 Tahun 
2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP No.82 
Th.2012) yang dalam Pasal 1 angka 19 ditentukan bahwa : 
“Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas Informasi 
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.” 
 Pasal 11 ayat (1) UUITE ini memberikan pengakuan secara tegas 
bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tandatangan elektronik 
memiliki kedudukan yang sama dengan tandatangan manual pada umumnya 
yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum (penjelasan Pasal 11 ayat (1) 
UUITE) namun, terdapat pembatasan dalam keabsahan tandatangan elektronik 
yang diatur dalam Pasal 5 UUITE yang menyatakan bahwa “Dokumen 
 
20 Agus Budiarto. “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pendiri 
Perseroan Terbatas”. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) hlm 59.  
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Elektronik tidak berlaku untuk: surat yang  menurut Undang-Undang harus 
dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut 
Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat 
oleh pejabat pembuat akta”. 
 Pengkajian selanjutnya adalah terkait dengan akta pernyataan 
keputusan rapat umum pemegang saham (akta RUPS) yang setelah dilakukan 
penelusuran secara normatif, tidak ditemukan pengaturan yang eksplisit dalam 
UU PT/ tidak ditemukan keharusan untuk membuat akta RUPS secara notariil 
dihadapan notaris. Pengertian “tertulis” dalam pengaturan Pasal 5 UUITE tidak 
ditemukan dalam peraturan perundang-undangan manapun, sehingga secara 
gramatikal dapat dikatakan bahwa tertulis berarti “dituliskan/termaktub” baik 
hitam diatas putih/ pada lembaran kertas maupun tertulis secara elektronik. 
 Pasal 76 UU PT ayat (1) menegaskan bahwa “RUPS harus diadakan di 
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan 
usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar”, namun 
terdapat pengaturan yang membolehkan penyelenggaraan RUPS dilakukan 
melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik 
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, serta setiap 
penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan 
ditandatangani oleh semua peserta RUPS (Pasal 77 UU PT). Risalah Rapat ini 
dapat dianalisis pasti tertulis, namun pembuatannya tidaklah harus notariil, 
karena pembuatannya dilakukan di tempat utama kedudukan PT, bukan 
ditempat kedudukan notaris/menghadap pada notaris, namun demikian akta 
RUPS dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan 
dengan terpenuhinya persyaratan pada Pasal 11 UUITE, dan persyaratan- 
persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 77 UU PT, serta pengesahan notaris 
maka akta RUPS dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan 
apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Mekanisme pembuatan dari hasil RUPS yang dilakukan secara 
telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan 
secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat 
mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian 
dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan digital 
signature. Pihak yang menandatangani adalah para pihak peserta RUPS, 
para saksi dan Notaris. Semua dilakukan secara digital. Setelah 
penandatanganan, maka akta RUPS sudah sah dan mengikat para pihak 
sebagai undang-undang. 
2. Risalah RUPS melalui telekonferensi berdasarkan UUITE diakui 
keabsahannya. Menurut Pasal 11 UUITE yang mengatur bahwa: 
tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang 
sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Data pembuatan 
tandatangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan (b) Data 
pembuatan tandatangan elektronik pada saat proses penandatanganan 
elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan (c) Segala 
perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah waktu 
penandatanganan dapat diketahui  (d) Segala perubahan terhadap 
informasi elektronik yang terkait dengan tandatangan elektronik tersebut 
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (e) Ketentuan lebih lanjut 
tentang tandatangan elektronik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan pemerintah. 
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